ABSTRAK

Irpan Hilmi (2230110026): Pemikiran al-Sami Hasan Ahmad Hamoud Tentang Jual
Beli Murabahah Kepada Pemesan Pembelian (KPP) dan Implementasinya di BPRS al-
Wadiah Kota Tasikmalaya.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi untuk memahami secara mendalam
konsep akad Murabahah li al-Amir bi al-Syira’, yaitu salah satu bentuk pembiayaan
yang paling banyak diterapkan dalam praktik perbankan syariah. Akad ini menjadi titik
temu antara kebutuhan transaksi ekonomi modern dan prinsip-prinsip fikih muamalah,
khususnya dalam hal amanah, kepemilikan barang, dan tanggung jawab risiko. Di
tengah perkembangan lembaga keuangan syariah, muncul kebutuhan untuk menilai
sejauh mana praktik akad ini sesuai dengan ketentuan syariah, serta bagaimana para
ulama kontemporer memberikan kontribusi terhadap formulasi hukumnya. Salah satu
tokoh penting dalam hal ini adalah Al-Sami Hasan Ahmad Hamoud, yang secara
konseptual merumuskan struktur dan batasan akad Murabahah berdasarkan magashid
al-syari’ah dan kebutuhan kontemporer.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menguraikan konsep Murabahah li al-Amir bi
al-Syira’ menurut pandangan Al-Sami Hasan Ahmad Hamoud, termasuk unsur-unsur
normatif seperti rukun, syarat, serta mekanisme pelaksanaan akad; (2) menganalisis
implementasi akad tersebut di BPRS Al Wadiah Kota Tasikmalaya; dan (3) menilai
relevansi serta kesesuaian antara konsep teoretik yang dikemukakan oleh Al-Sami
Hasan dengan praktik di lapangan.

Kerangka teori ini juga didukung oleh pendekatan magqasid al-syari‘ah yang
menjadi landasan metodologis Al-Sami Hasan dalam merumuskan batasan-batasan
syariah pada akad muamalah, serta teori maslahat dan sadd al-dzari’ah sebagai prinsip
utama dalam menilai validitas dan maslahat dari suatu transaksi modern. Teori akad
yang dijadikan rujukan mengacu pada pemikiran klasik seperti yang dikemukakan oleh
al-Syafi’i, Malikiyah, dan Ibn Qudamabh, serta dikontekstualisasi dengan pandangan
kontemporer dari pakar hukum ekonomi syariah modern seperti Wahbah al-Zuhayli
dan Abd al-Razzaq al-Sanhuri.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan
pendekatan deskriptif-analitis dan menggunakan kerangka yuridis-empiris. Data
diperoleh melalui studi pustaka atas karya-karya Al-Sami Hasan serta observasi dan
wawancara di lapangan pada lembaga keuangan terkait. Analisis dilakukan dengan cara
membandingkan ketentuan normatif akad dengan praktik aktualnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Al-Sami Hasan Ahmad Hamoud
memberikan fondasi penting dalam pelaksanaan akad Murabahah li al-Amir bi al-
Syira’” melalui prinsip kehati-hatian, kejelasan akad, dan penghindaran riba
terselubung. Di BPRS Al Wadiah, prinsip-prinsip tersebut telah diterapkan secara
umum, seperti adanya proses kepemilikan barang oleh pihak bank sebelum dijual
kepada nasabah. Namun demikian, ditemukan beberapa tantangan teknis dan
administratif dalam implementasinya, seperti waktu pemindahan risiko serta
dokumentasi kepemilikan yang belum sepenuhnya mencerminkan substansi syariah.
Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan komitmen terhadap prinsip syariah dalam
praktik pembiayaan, agar akad tidak hanya sah secara administratif tetapi juga
substansial.
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Sale to the Purchase Orderer (KPP) and Its Implementation at BPRS Al-Wadiah,
Tasikmalaya City.

This study is motivated by the urgent need to gain an in-depth understanding of
the Murabahah li al-Amir bi al-Syira’ contract, one of the most widely used financing
models in Islamic banking. This contract serves as a meeting point between modern
economic transactions and the principles of figh muamalah, particularly concerning
trust, ownership, and risk responsibility. Amid the growth of Islamic financial
institutions, it becomes essential to assess the extent to which the implementation of
this contract aligns with Sharia principles, and how contemporary scholars have
contributed to its legal formulation. One of the key figures in this regard is Al-Sami
Hasan Ahmad Hamoud, who has conceptually structured the contract within the
framework of maqasid al-shari’ah while remaining responsive to contemporary
economic demands.

This study aims to: (1) elaborate on the concept of Murabahah li al-Amir bi al-
Syira’ according to the perspective of Al-Sami Hasan, including normative elements
such as pillars, conditions, and mechanisms of implementation; (2) analyze the
application of this contract at BPRS Al Wadiah in Tasikmalaya City; and (3) assess the
relevance and compatibility between Al-Sami Hasan’s theoretical concept and its
practical implementation.

This theoretical framework is also supported by the maqgasid al-shari‘ah
approach, which serves as the methodological foundation for Al-Sami Hasan in
formulating the boundaries of Islamic law in muamalah contracts. Additionally, the
theories of maslahah (public interest) and sadd al-dhari‘ah (blocking the means to
harm) are applied as key principles in assessing the validity and benefit of modern
transactions. The theory of contracts referred to in this study draws from classical
thought, such as that of al-Shafi‘i, the Maliki school, and Ibn Qudamah, and is
contextualized with contemporary perspectives from modern Islamic legal and
economic scholars such as Wahbah al-Zuhayli and ‘Abd al-Razzaq al-SanhiirT.

This study employs a qualitative method using a descriptive-analytical approach
within a juridical-empirical framework. Data were obtained through literature review
of Al-Sami Hasan’s works as well as field observations and interviews with relevant
Islamic financial institutions. The analysis compares the normative provisions of the
contract with its real-life practice.

The results show that Al-Sami Hasan Ahmad Hamoud’s thoughts provide a
strong foundation for the Murabahah li al-Amir bi al-Syira’ contract, emphasizing
prudence, contractual clarity, and the avoidance of hidden riba. At BPRS Al Wadiah,
these principles have been generally applied, including the bank’s prior ownership of
the goods before selling them to customers. However, several technical and
administrative challenges were identified in the implementation, such as the exact
timing of risk transfer and documentation of ownership, which do not fully reflect the
essence of Sharia compliance. These findings indicate the need for stronger
commitment to Sharia principles in financial practice to ensure the contract is not only
valid administratively but also substantively.
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